BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900 / #¢" /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD
ZEIN PAINAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. Bahwa akan dimulainya pelaksanaan anggaran tahun
2020 pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Muhammad Zein Painan, perlu ditunjuk dan ditetapkan
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna
Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
Bendahara Penerimaan Pembantu pada Rumah Sakit

Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun
Anggaran 2020;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Pengguna
Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna
Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
Bendahara Penerimaan Pembantu pada Pola Pengelola
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit

Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun
Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1643);
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10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-

Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
NegaraRepublik Indonesia Nomor 560 1);

tentang
Republik
Lembaran

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Ta

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

hun 2017 tentang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Menetapkan
KESATU

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerabh,;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2020;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2020;

MEMUTUSKAN :

Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa
Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit

Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan tahun
Anggaran 2020
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KEDUA

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan
Bupati ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2020.

Keputusan ini mulai berlaky pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
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